
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 88/PMK.05/2021 

TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

UNIVERSITAS BENGKULU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

64/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 

b. bahwa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

melalui Surat Nomor T/346/M/KU.02.02/2019 hal 

U sulan Penetapan Kembali Tarif Layanan, telah 

mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan 

Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
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Mengingat 

c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan 

Layanan Umum Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah 

di.bahas dan dikaji oleh Tim Penilai; 

ct bahwa berkenaan dengan huruf b dan hun1f c, perlu 

mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan 

U:mum Unive:rsitas Bengkulu pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang 

sebelumnya telah diatur dalan1 Pe:raturan Menteri 

Keuangan Nomor 64/PMK.05/2015 ten.tang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umu.m Unive:rsitas Bengkulu 

pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tin.ggi; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan hun1f d, 

perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

tenta:ng Tarif Layanan Badan Layanan Umum 

Universitas Bengkulu pada Keme:nterian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

l. Pasal 17 ayat (3) Undang·-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang No:mor 1 Tahun 2004 ten.tang 

Perbendaharaan Negara (Lem.baran Negara Republik 

Imionesia Tahun 2004 Nom.o:r 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

K.ementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tab.un. 2008, Nomor 166 Tambahan 

Le:rnba:ran Negara Republik Indonesia No:mor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu:n 2005 

Nomor 48, Tam.bahan Lembara..n. Negara Republik 

Indonesia Norn.or 4502) sebagaimana telah diubah 
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Menetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 

tentang Pe:rubahan atas Pe:raturan Pemerintah Nom .. or 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umun1 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lemba:ran Negara 

Republik Indonesia I,fomor 5340); 

5. Peraturan Presiden No:mor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lemba:ra:n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6, Pe:raturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK0l/2018 tentang O:rganisasi dan Tata Kerja. 

Kemente:rian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tab:un 2018 Nornor 1862) sebagaimana 

telah beberapa kali dhibah terakhir dengan Peraturan 

:Menteri Keua.ngan 1\fomor 229/PMK.01/2019 ten.tang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Ke:menterian Keuanga:n (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nom.o:r 1745); 

7. Peraturan Mente:ri Keuangan No:mo:r 

129 / PMK. OS/ 2020 ten tang Pedoman Pengelolaan 

Badan La.yanan Umu.m (Berita Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2020 Nomor 1046); 

l\!IEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF 

LAYANAN 

BENGKULU 

BADAN 

PADA 

LAYANAN UMUM 

KEMEN'I'ERIAN 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TE:KNOLOGL 

Pasal 1 

UNIVERSITAS 

PENDIDIKAN, 

Tarif layana_n Badan Layanan Un11un U:r.i.ive:rsitas Bengkulu 

pada Kementerian Pendidikan, Kehudayaan, Riset, dan 

Teknologi me:rupakan imbalan atas jasa layanan yang 

diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas 
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Bengkulu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi kepada pengguna jasa. 

Pasal 2 

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

atas: 

a. tarif layanan akademik; dan 

b. tariflayanan penunjang akademik. 

Pasal 3 

Tarif lqtyanan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. tarif seleksi ujian masuk; 

b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan 

sarjana; 

c. tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan 

sarjana; 

d. tarif program pascasarjana; 

e. tarif sumbangan pengembangan institusi (SPI); dan 

f. tarif layanan akademik lainnya. 

Pasal 4 

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: 

a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana 

olahraga, dan sarana kesenian; 

b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; 

c. tarif penggunaan sarana transportasi; 

d. tarif rumah sakit atau klinik; 

e. tarif laboratorium; 

f. tarif pelatihan, kursus, dan konsultasi; 

g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat; 

h. tarif percetakan dan penerbitan; 

i. tarif pengembangan bahasa; 

j. tarif perpustakaan; 
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k tarif penggunaan keahlian sumber daya 

manusia/tenaga ahli; dan 

L tarif hak atas kekayaan intelektuaL 

Pasal 5 

{l) Ta:rif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah 

tunggal program diploma dan sarjana, tarif program 

pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf 

c, hLlr'uf d, dan huntf f te:rcar1tum dalam Lampi:ran 

yang me:rupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri inL 

(2) Penetapan tarif seleksi ujian mamik, tarif non-uang 

kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif 

program pascasar:jana, dan tarif layanan akademik 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hun:if a, 

huruf c, huruf d, da.r1 huruf f :memperthnbangkan daya 

beli, minat, kebutuhan operasiona] perkuliahan, 

kurikulun1, akreditasi, dan/ atau tarif kompetitor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

tarif seleksi t.\jian masuk, tarif non-uang k:i.1liah 

tunggal program diplorn.a dan sarjana, tarif p:rog:ram 

pascasarjana, dan ta.rif lavanan akademik la.innva 
V .J 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 

Rektor Badan Layanan Umum Un.iversitas Bengkulu 

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

Pasal 6 

( 1) Tarif uang kuliah tunggal program diplmna dan 

sa:rjana sebagaimana dimaksud dala:m_ Pasal 3 huruf b 

mengikuti Perntu:ran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai biaya 

kuliah tunggaI dan uang kuliah tunggal pada 

pe:rguruan tinggi negeri di lingkungan Kernenterian 

Pendidikan, Kebu.dayaan, Riset, dan Teknologi. 
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(2) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan 

sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

Kelompok I dan Kelompok II serta mahasiswa 

penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dikenakan 

kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah seluruh mahasiswa baru. 

(3) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma 

dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ter,sebar pada setiap program studi dengan ketentuan 

pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah kuota mahasiswa baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 7 

(1) Pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi 

(SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 

mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi yang mengatur sumbangan 

pengembangan institusi (SPI) di lingkungan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

(2) Pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi 

(SFI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 

kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan 

kemampuan ekonomi: 

a. mahasiswa; 

b. orang tua mahasiswa; dan/atau 

c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. 

(3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif 

sumbangan pengembangan institusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan untuk 

pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan 

Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
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Pasal 8 

{l) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 berlaku, untuk mahasiswa mulai angkatan 

tahun 2021 /2022. 

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal :1 untuk mah.asiswa s.ebelurn angka.tan tahun 

2021 / 2022 ditetapkan dengan Keputusan Rektor 

Badan Layanan Umum Uni.versita.s Bengkulu pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

(:3) Tarif layanan a_kademik untuk mahasiswa sebelum 

f1ngkatan tahun 2021 / 2022 sebagaimana dim.aksud 

pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif 

mahasiswa angkatan tah.un 2021 / 2022. 

Pasal 9 

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan 

La.yanan Um.um Unive:rsitas Bengkulu pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologL 

Pasal 10 

Tar:lf penggunaan lahan, ruangan, geduna 5, sarana 

olahraga~ d.an saran.a kesenian dan tarif penggunaan 

peralatan dan mesin sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a dan hu:ruf b Inemperhitungkan biaya per unit 

layanan dengan mernpe:rhatika.n fas:Uitas dan/ atau harga 

pasar setempat. 

Tarif penggt.1naan sara.na transportasi sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c me:mperhitungkan biaya 

per unit layanan yang paling sedikit meliputi baha:n baka:r, 

penyusutan alat t:ransportasi, tenaga kerja, dan/ atau harga. 

pasar setempat. 
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Pasal 12 

Tarif rumah sakit atau klinik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit 

layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat 

medis, dan/ atau tenaga medis. 

Pasal 13 

Tarif laiboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang 

paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, 

dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli. 

Pasal 14 

Tarif pelatihan, kursus, dan konsultasi dan tarif penelitian 

dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per 

unit l~anan yang paling sedikit meliputi bahan habis 

pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/ atau 

pendampingan instruktur / tenaga ahli. 

Pasal 15 

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan 

bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, dan huruf j 

memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling 

sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/ atau 

tenaga ahli/tenaga kerja. 

Pasal 16 

(1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya 

manusia/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf k ditetapkan berdasarkan kontrak kerja 

sama antara Rektor Badan Layanan Umum 

Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan, 

Kel:>udayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak 

pengguna jasa. 
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(2) Institutional fee terkait tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling rendah sebesar 5% (lima persen) 

dari pendapatan bersih. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earn. penetapan 

dan pengenaan tarif sebagaimana din:1aksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan keputusan R.ektor Badan 

Layana..n Unrum Universitas Bengkulu. pada 

Kemente:rian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

Pasal 17 

( 1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana 

cHmaksud dalam Pasal 4 hu.ruf 1 ditetapkan 

berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan 

Layanan Urn um Universitas Bengkulu pada 

Kementeria:n Pendidikan, Kebu.dayaan, Riset, dan 

Teknologi dengan pihak pengguna jasa. 

(2) Pernbagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksu.d 

pada ayat (1) 1.nengikuti ketentuan pada Peraturan 

Men.teri Keu_angan yang men.gatur mengenai imbalan 

yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 

royalti paten kepada inventor. 

Pasal 18 

(1) Badan Layanan Un:rum Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, clan 

Teknologi dapat rnemberikan jasa layanan di bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak: 

pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. 

(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksu.d pada ayat (1) ditetapkan dalarn kontrak 

ke1ja sama anta:ra Rektor Badan Layanan Unn:tm 

Universitas Bengkulu pada Kemente:rian Pendidikan, 
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Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak 

pengguna jasa. 

Pasal 19 

(1) Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi dapat melakukan kerja sama operasional 

dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain 

unrt:uk meningkatkan layanan jasa di bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/ atau kerja 

sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak 

kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum 

Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak lain. 

Pasal 20 

( 1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat 

dikenakan tarif layanan paling rendah 125% (seratus 

du~ puluh lima persen) dari tarif layanan akademik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara 

pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga 

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dit~tapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan 

Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Pasal 21 

(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif 

layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif 

layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3. 
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(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pad.a ayat 

(1) paling sedikit n1eliputi: 

a. mahasi.swa teladan; 

b. mahasiswa berprestasi nasional atau inte:rnasional; 

c. mahasiswa d.a:ri keh.iarga miskin; dan/ a tau 

d. mahasiswa terd.ampak kondisi kahaL 

(3) Pernberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol 

Rupiah) sebagaimana d:imaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mernpertimbangkan kondisi 

keu_angan Badan Layanan Umum Universitas 

Bengkulu pada Ke:menterian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi. 

(4) Ketentuan :mengenai krite:ria clan tata cara penetapan 

tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur oleh Rekto:r 

Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

TeknologL 

Pasal 22 

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum 

Universitas Bengkulu pada Kemente:dan Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna 

jasa sebelum bedakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan 

tetap berlaku sa11:1pa1 dengan berakhi:rnya perjanjian/kerja 

sama. 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai be:rlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomo:i: 64/PMK.05/2015 tentang Tarif 

Layanan Badan Layana:n Umurn Universitas Bengkulu pada 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Be:rita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo:r 454), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 24 

Peratur~n Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) 

hari terbitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2021 

KEPALA BADAN 

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 769 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum . 

u.b. 
Kepala · rril · menterian 

YAH 41,. 
13.1997,03 ·1 b o1 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 88/PMK.05/2021 

TENT.ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS 

BENGKULU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAY.AAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM 

UNIVERSITAS BENGKULU PADA KEM}I;NTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 

No. ,J e:nis La ya.nan Satuan Tarif (Rp) 

L Seleksi Ujian Masuk 

a. Program Diploma III Jalur Per Calon 300.000,00 

Mandiri 1V1ahasiswa 

b. Program Saijana .. Jalur Mandiri Per Calon 500.000,00 

Mahasiswa 

C. Program Magister Pe:r Calon 500.000,00 

Mahasiswa. 1:LCL 

1.000.000,00 

d. Program Dokto;ral Per Calon 750.000,00 

Mahasiswa s.d. 

1.150.000,00 

2. Non Uang Kuliah Tunggal Program 

Diploma da:n Sa(jana 

a. Kuliah Antar Semester Pe:r SKS 100.000,00 

s.d. 

500.000,00 

b. Remedial Course and Tutorial Per SKS 150.000,00 
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No. J·enis Layana.n Satuan Tarif (Rp) 

c. Yudisium Per Mahasiswa 300.000,00 

d. Wisuda Per Mahasiswa 200.000,00 

".:! ,., . Program Pascasarjana 

a. Program Magiste:r 

1) Matrikulasi 

a) R:mnpl1n Hmu Alam Per Mahasiswa 2.000.000,00 

b) Rumpun Ilmu Formal Per Mahasiswa 2.500.000,00 

c) Rumpu:n Ilmu Sosial Per Mahasiswa L400.000,00 

d) Rumpun Ihnu Terapan Per Mahasiswa 750.000,00 

s.d., 

2. 100.000,00 

2) Sumbangan Pembinaan 

Pendidika:1:1 

a) R.umpun Ilmu Alam Per Mahasiswa/ 2.000.000,00 

Semester s.d. 

4.500.000,00 

b) Rumpun Ilmu Formal Per Mahasiswa/ 1.000.000,00 

Semester s.d. 

6.500.000,00 

c) Rumpun Ilmu Sosial Per Mahasiswa/ 2.500.000,00 

Semester s.d. 

5.000.000,00 

d) Rumpun Ilmu Terapan Per Mahasiswa/ 1.000.000,00 

Semester s.d. 

10.000.000,00 
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No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

3) Bimbingan dan Ujian 

a) Rumpun Ilmu Alam Per Mahasiswa/ 500.000,00 

Kegiatan s.d. 

1.250.000,00 

b) Rumpun Ilmu Formal Per Mahasiswa/ 750.000,00 

Kegiatan s.d. 

2.500.000,00 

c) Rumpun Ilmu Sosial Per Mahasiswa/ 1.500.000,00 

Kegiatan s.d. 

2.000 .000,00 

d) Rumpun Ilmu Terapan Per Mahasiswa/ 200.000,00 

Kegiatan s.d. 

3.000.000,00 

4) Praktikum 

Rumpun Ilmu Terapan Per Mahasiswa/ 500.000,00 

Semester s.d. 

750.000,00 

5) Yudisium dan Wisuda 

a) Yudisium Per Mahasiswa 650.000,00 

b) Wisuda Per Mahasiswa 750.000,00 

b) Program Doktoral 

1) Matrikulasi 

a) Rumpun Ilmu Sosial Per Mahasiswa 5.000.000,00 

b) Rumpun Ilmu Terapan Per Mahasiswa 750.000,00 

s.d. 

5.000.000,00 
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No. J enis Layanan Satua.n Tarif (Rp) 

~· r")) Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan 

a) Rumpun Ilmu Sosial Per Mahasiswa/ 12.500.000,00 

Semester s.d. 

15.000.000,00 

b) Rumpun llmu Terapan Per Mahasiswa/ 9.000.000,00 

Semester s.d. 

15.000.000,00 

3) Bimbingan dan Ujian 

a) Rumpun Ilmu Sosial Per Mahasiswa/ 1.000.000,00 

Kegiatan s.d. 

2.000.000,00 

b) Rumpun Il:mu Terapan Per 1\llahasiswa/ 520.000,00 

Kegiatan s.d. 

6.000.000 ,00 

4) Yudisium dan Wisuda 

a) Yudisium Per Mahasiswa 650.000,00 

b) ~/isuda Per Mahasiswa 750.000,00 

4. Layanan Akadernik Lainnya 

a. .Ethical Clearance 

1) Skripsi Per Mahasiswa 300.000,00 

,,, 
Tesis Per Mahasiswa 350.000,00 

"""'' 

3) [)isertasi Per Mahasiswa 400,000,00 

4) Penelitian Dosen Per Pene:Uti 500.000,00 

b. Pe.mbuatan Kartu Tanda Per Mahasiswa/ 20.000,00 

Mahasiswa Prog:ram Pascasarjana Kartu 
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J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

C. Penggan tian Kartu Tanda Per Mahasiswa/ 15.000,00 

Mahasiswa Kartu s.d. 

25.000,00 

d. Kelengkapan Mahasiswa Baru Per Mahasiswa 50.000,00 

Program Pascasarjana s.d. 

550.000,00 

e. Sumbangan Pengembangan Per Mahasiswa 120.000,00 

Teknologi Informasi Komputer 

Program Pascasarjana 

f. Salinan Ijazah, Transkrip Per Lembar 2.000,00 

Akademik, atau Dokumen s.d. 

Lainnya 5.000,00 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

,_. - -... 
Kepala Bagian - ministrasi Kementerian 

t' 
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